QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR
8 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Menimbang :

Mengingat

o

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SELATAN,

bahwa Retribusi lzin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu sumber
pendapatan Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah
dan pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas,

nyata dan bertanggungjawab;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 1999
tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu dilakukan perubahan

sesuai dengan perkembangan keadaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, periu ditetapkan dalam suatu Qanun Kabupaten Aceh Selatan.

. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang
Negara (Lembaran Negara Republik -Indonesia Tahun 1960 Nomor 156,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan
Undaﬁg-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undéng Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4048);
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Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan
Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor ~
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negarﬁ Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repul;;lik‘
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndonesia Nomor 46);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tamba'_.han“.
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 1999 tentang *
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Selatan Tahun 1999 Nomor 16 Seri B Nomor 1).

[



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN
dan

BUPATI ACEH SELATAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR _
8 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN ;

Pasat 1

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun
1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten
Aceh Selatan Tahun 1999 Nomor 16 Seri B Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 Angka 5, Angka 18, Angka 20, Angka 21 dan Angka 23
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

5. Badan adalah sckumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk
apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga,
bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah
Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat
SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih’
besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD adalah surat
untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa
bunga dan/atau denda.



23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan,
mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi.

. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai
berikut :

“Pasal 8

(1) Tarif ditetapkan seragam untuk setiap diterbitkan Surat Keputusan Izin _
Mendirikan Bangunan.

(2) Besarnya tarif ditetapkan sebesar :
a. Bangunan Umum Rp. 250.000,-/izin.
b. Bangunan Khusus Rp. 350.000,-/izin

(Industri, Perdagangan dan Jasa)

. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai

berikut : J

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan_
tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku, |

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pri'badi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; .

e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti -
pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;



g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan °
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagi tersangka atau saksi;

j. Menghentikan Penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang pertu untuk kelancaran penyidikah
tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang _
bertanggungjawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan-
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang

Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Pasal II
Qanun im mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan,

iunjdangkan di Tapaktuan
danggal 21 Nopember 2007

KABUPATEN ACEH SELATAN

ABUPATEN ACEH SELATANTAHUN 2007 NOMOR 8



